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ABSTRAK 

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGATURAN HUKUM TERKAIT 
PEMASANGAN  DAN PEMELIHARAAN TANDA BATAS TANAH 
BERDASARKAN PASAL 19A DAN PASAL 19B PERATURAN MENTERI 
AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN 
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 DI 
KABUPATEN KUBU RAYA; DAVID DWI ANDRIANTO, A1012181089; 
2023:101 Halaman; Program Studi  Hukum Tata Negara Fakultas Hukum 
Universitas Tanjungpura.  
Pada zaman sekarang dimana Tanah memiliki nilai yang sangat berharga yang di 
kehidupan bermasyarakat membuat pengaturan pendaftaran tanah menjadi hal yang 
penting dalam rangka menjaga hak yang dimiliki oleh setiap pemegang hak atas 
tanah. Pentingnya untuk menjaga dan memelihara batas bidang tanah yang 
dilakukan oleh pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah semata – mata disusun 
untuk menghindari konfil atau sengketa antar pemilik tanah. Sehingga tatkala 
pengaturan mengenai tanah harus mencakup ketentuan pemasangan dan 
pemeliharaan tanda batas. Kebijakan Asas Kontradiktur Delimitasi khususnya pada 
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 19A dan 19B memuat pelaksanaan 
pemasangan tanda batas serta kewajiban pemeliharaan yang harus dilakukan oleh 
masyarakat .Tujuan Skripsi ini adalah untuk Untuk mengetahui Penerapan 
pengaturan hukum terkait pemasangan tanda batas terhadap batas sebidang tanah 
Berdasarkan Pasal 19A dan Pasal 19B Peraturan Menteri Agraria Indonesia Nomor 
16 Tahun 2021,dan menganalisis efektivitas pelaksanaan yang diatur dalam 
kebijakan pengaturan tersebut. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 
penelitian hukum empiris dengan menggunakan jenis pendekatan kasus (Case 
Approach).Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Pengaturan terkait Pasal 19 A dan 
Pasal 19B telah memuat penambahan pasal dalam rangka menjamin efektifitas dari 
segi teknis pada pelaksanaan khususnya terkait penerapan kaidah asas Kontradiktur 
Delimitasi. Namun meski pengaturan teknis tersebut ditujukan untuk mempertegas 
kebijakan hukum yang telah diatur sebelumnya, masih terdapat kelemahan dalam 
prakteknya 2) Pada wilayah Kabupaten Kuburaya sendiri, Asas Kontradiktur 
Delimitasi dinilai sulit untuk dilaksanakan dan kewajiban pemeliharaan batas tanah 
yang cenderung diabaikan oleh pemilik hak atas tanah dan pihak terkait lainnya. 3) 
Pemahaman mengenai Peraturan tersebut juga dinilai minim sehingga hal tersebut 
juga berdampak pada minimnya kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya 
terhadap individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan atas tanah serta 
resolusi dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut belum 
menjadi kajian utama hingga saat ini.  
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF LEGAL REGULATIONS RELATED 
TO THE INSTALLATION AND MAINTENANCE OF LAND BOUNDARY 
MARKS BASED ON ARTICLE 19A AND ARTICLE 19B PERATURAN 
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN 
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 
2021 DI KABUPATEN KUBU RAYA IN KUBURAYA DISTRICT; DAVID DWI 
ANDRIANTO, A1012181089; 2023:101 Pages; Constitutional Law Program; 
Fakulty of Law, University of Tanjungpura. 
Nowadays where land has a very valuable value which in social life makes land 
registration arrangements important in order to maintain the rights of every holder 
of land rights. The importance of guarding and maintaining the boundaries of land 
parcels that are carried out by landowners or holders of land rights is solely 
arranged to avoid conflicts or disputes between landowners. So that when 
arranging land, it must include provisions for the installation and maintenance of 
boundary signs. Policy on the Delimitation Contradictory Principle, especially in 
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 rticles 19A and 19B for the installation 
of boundary signs and maintenance obligations that must be carried out by the 
community. The purpose of this thesis is to find out the application of related legal 
arrangements installation of boundary markings on the boundaries of a plot of land 
Based on Article 19A and Article 19B Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 
2021 and analyze the effectiveness of the implementation regulated in these 
regulatory policies. The type of research in writing this thesis is empirical legal 
research using a case approach. The results of this research are 1) The 
arrangements related to Article 19 A and Article 19B have included additional 
articles in order to guarantee effectiveness from a technical point of view in 
implementation, especially related application of the Delimitation Contradictory 
principle. However, although these technical arrangements are intended to 
reinforce legal policies that have been previously regulated, there are still 
weaknesses in practice. 2) In the Kuburaya Regency area itself, the Delimitation 
Contradictory Principle is considered difficult to implement and the obligation to 
guard land boundaries tends to be ignored by land rights owners and other parties. 
other related. 3) Understanding of these regulations is also considered minimal so 
that this also has an impact on the lack of legal awareness for the community, 
especially for individuals and groups who have an interest in land and the 
resolution from the government in resolving these problems has not been a major 
study to date. 
 

 

 


